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Abstract

This research entitled “The Role of  Village Chief in Finalizing Inheritance Lawsuit at Tonrong Village in Baranti District” is backed by the assumption of inheritance problems would keep going on ages of time. The Chief of Village is held responsible to maintain his people’s life condusive by judging any lawsuits, particularly for people at Tonrong Rijang village, district of Baranti, region of Sidenreng Rappang.

The main problem to keep focused in is as follows: (1) How is Chief of Village role in finalizing inheritance lawsuit  at Tonrong Rijang village; (2) What factors are involved in Chief of Village role of finalizing inheritance lawsuit at Tonrong Rijang village. Achieving the answers would need observation, questionnaire, interview, and literature study methods. This research would use analysis method of descriptive-qualitative, which based on field data and literature study. 

The answers achieved are as follow: (1) The Chief of Village is fully in charge to settle inheritance lawsuit by studying the mentioned family tree; informations on lawsuit origins; facilitating several meetings and conferences; proposing an alternative to solve the problem; and giving needed advices. (2) The resisting factors are as follow: hard to track the situation of the inheritance properties (1,30%); so little witnesses (1,53%); the human factor (1,37%); and uncertified land rights mutation (1,58%). The leading factors are as follow: The Chief of Village has a great power (3,53%); people in the village feels ashame of inheritance lawsuit (1,79%); the conference was held by familiarity in mind (3,65%); and the lawsuit through legal council seems complicated, overpriced, and took a long time to settle (1,95%).

A. Pendahuluan
Salah satu masalah penting yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah bagaimana proses peralihan harta kekayaannya (warisan) kepada generasi yang ditinggalkannya (ahli waris). Proses pewarisan tersebut tidak selamanya berjalan mulus tetapi sering kali menimbulkan sengketa di antara para ahli waris.
Salah satu unsur pembentuk hukum nasional adalah Hukum Adat. Demikian juga halnya dalam rangka pembinaan Hukum Waris Nasional terdapat unsur dari Hukum Waris Adat. Oleh karenanya bahan-bahan Hukum Waris Adat perlu digali dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian di lapangan untuk mendapatkan dan mengetahui apakah dari berbagai sistem dan azas hukum waris adat yang terdapat di seluruh kawasan nusantara ini dapat ditarik kesesuaian dan dicapai titik temu. 
Pendapat hukum yang berkembang di Indonesia selama ini, bahwa hukum merupakan bentuk pencerminan dari alam fikiran masyarakat dan keadaan masyarakat itu sendiri berbeda-beda alam fikir dan susunan kemasyarakatannya. Maka untuk dapat mewujudkan kesamaan hak dalam kebendaan di antara pria dan wanita agaknya masih dalam tahap perkembangan penerimaan dalam kehidupan masyarakat (Hilman hadikusuma, 2003 : 2).
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberlangsungan Hukum Adat mengalami perkembangan dan terdapat pergeseran-pergeseran. (Yahya harahap, 1993 : 11) Ada beberapa kriteria yang dapat disebutkan mengenai pergeseran-pergeseran ini diantaranya yaitu:

1.
Faktor proses Horisontal 

Faktor ini bisa disebabkan karena desakan ekonomi atau untuk melepaskan diri dari keterbelakangan komunitas komunal, ke arah pengembangan identitas individu yang lebih bebas. Bentuk nyata dari pergeseran ini adalah adanya urbanisasi, transmigrasi dan migrasi. 

2.
Faktor proses Vertikal 

Merupakan gejala yang menghancurkan garis batas “stratifikasi sosial” (social stratification). Batas garis kasta, pengabdian dan kepatuhan sosial antara rakyat jelata dengan fungsionaris formal penguasa adat, telah diganti dengan corak dan ukuran baru berupa patokan ekonomi dan pendidikan. 

3.
Faktor proses Modernisasi dan Emansipasi 

Merupakan faktor yang berbarengan dengan perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di mana hal ini membawa dampak untuk Indonesia, dan era globalisasi dengan sendirinya mempengaruhi keberadaan hukum adat ke arah nilai-nilai yang lebih aktual, yang memperkecil perannya sebagai tatanan pergaulan sosial. 

Hukum Waris memuat aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada keturunannya. Hal ini seringkali menimbulkan perselisihan dalam suatu keluarga yang disebabkan baik dari faktor pewaris atau dari faktor ahli warisnya, maupun terhadap pengaruh dari adat istiadat yang berbeda, sehingga berbeda pula tata cara dalam pembagian harta warisan. 

Dalam sistem pewarisan yang terdapat dalam Hukum Waris yaitu pewarisan tidak berarti dilakukan setelah seorang pewaris wafat, melainkan dapat terjadi pewarisan dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris, sejak pewaris masih hidup. Keadaan seperti ini juga dapat menimbulkan permasalahan dan apabila penyelesaiannya di Pengadilan Negeri maka sebagai pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan seperti dalam H.I.R (Het Herziene Indonesisch Reglement), pasal 164 menyebutkan yaitu: 
“Adanya bukti surat, adanya bukti saksi yang terkait dengan kasus tersebut, adanya persangkaan, adanya pengakuan dari pihak-pihak yang terkait, serta dengan cara mengambil sumpah”.
Seperti diketahui bahwa masyarakat adat hidup dengan suasana guyub rukun dan damai. Azas kerukunan, selama ini dipegang teguh dalam masyarakat terutama dalam masyarakat desa, antara lain yaitu azas saling mengerti dan memahami kepentingan yang satu dan yang lain. Keadaan ini terlihat masih berpengaruh di lingkungan masyarakat desa di mana hubungan kekerabatan dan sifat-sifat komunal masih kuat dan merupakan tugas penting bagi Kepala Desa untuk mempertahankannya. 

Bangsa Indonesia dalam alam fikirannya berazas kekeluargaan, yang mementingkan hidup rukun damai lebih diutamakan, dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Terdapat fenomena di dalam masyarakat kita bahwa sudah banyak kecenderungan akan adanya keluarga-keluarga yang lebih mementingkan harta kebendaan dengan mengenyampingkan dan merusak kerukunan hidup serta kekerabatan atau persaudaraan, tidak menghiraukan azas-azas hukum, sehingga hal ini menimbulkan perselisihan 

Pembagian yang dirasa tidak adil oleh karena menggunakan sistem pembagian “sepikul segendong” atau pembagian dengan perbandingan dua untuk pria berbanding satu untuk wanita membuat terjadinya masalah dalam pembagian harta warisan. 

Fakta seperti diinformasikan oleh salah seorang perangkat desa Tonrong Rijang, bahwa beberapa kali terjadi persengketaan mengenai harta warisan dan Kepala Desa selalu berperan dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. Pembagian lahan pertanian berupa sawah yang tidak sama besar mengingat pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama di desa dan pemberian harta oleh pewaris kepada salah seorang ahli waris semasa hidupnya yang kemudian dipersoalkan oleh ahli waris yang lain sebagai harta warisan, lebih banyak memicu persengketaan dan kemudian dimintakan bantuan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikannya. 

Harta warisan bukan merupakan satu kesatuan tetapi terbagi dari 2 bagian yaitu harta setelah perkawinan dan harta bawaan. Harta warisan dalam Hukum Waris Adat yaitu berupa harta bersama dari para ahli waris, terdapat harta yang tidak boleh dijual sebagai satu kesatuan dan uang penjualan yang diperoleh itu tidak dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Ahli waris tersebut tidak dapat memiliki secara perseorangan, tetapi hanya dapat dinikmati saja. 

Dalam sistem pewarisan pasti terdapat dua pihak sebagai subjek hukum, yaitu pewaris sebagai orang yang mengalihkan harta warisan dan ahli waris sebagai orang yang menerima harta warisan. Hukum Adat dalam hal pembagian atau pengoperan harta warisan dilakukan oleh pewaris bisa pada saat pewaris hidup maupun telah meninggal dunia.
Anak tertua bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, dan tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan azas tolong menolong untuk kepentingan bersama

Siagian, 2002 (dalam Edy Sutrisno, 2009 : 232)  mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Anoraga, 1992 (dalam Edy Sutrisno, 2009 : 232) mengemukakan bahwa, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu.
Di Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, sengketa warisan yang terjadi antara keluarga, di mana keluarga yang satu adalah pewaris yang sah atas tanah tersebut. Dipihak lain, tanah itu telah ditempati selama bertahun-tahun lamanya dan sudah dikelola. Karena itu pihak tersebut merasa mempunyai hak atas tanah yang ditempatinya.
B. Peranan Kepala Desa
Pengertian Kepala menurut Hasan Alwi, (2001:546) mendefinisikan bahwa Kepala ialah suatu yag sifatnya (rupanya, letaknya dan sebagainya) sebagai kepala, atau orang yang mengepalai (daerah, kampong, Negara dan seterusnya).
Kepala Desa adalah pemimpin atau kepala pemerintahan dan sebagai pengemban kepercayaan masyarakat desaSedangkan menurut J.S. Badudu dan Z. M. Zain, (1994:361) bahwa kepala adalah yang mengepalai yang memimpin, misalnya kepala desa, kepala pasukan atau kepala kantor.

Untuk pengertian desa dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 angka 12 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah bahwa kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa dan mendapatkan suara terbanyak.
 Salah satu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memelihara kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat desa. Bentuk tugas itu secara tradisional umpamanya telah diperankan dengan baik seperti mendamaikan perselisihan yang terjadi di desa.
Jadi Kepala Desa adalah orang yang memimpin atau mengepalai suatu desa yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan megurus kepentingannya dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan desanya.

Menurut Trimo (1995:46), kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama dibawah pimpinannya sebagai satu tim untuk mencapai atau untuk malakukan suatu tujuan tertentu.
Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kepala desa yang merupakan pemimpin dalam daerah harus mempunyai kemampuan tersendiri dalam mengarahkan bawahannya. Peranan kepala desa sangat penting termasuk dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Sebagai pemimpin masyarakat desa, Kepala Desa bertugas untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta mendamaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat desa. Seorang Kepala Desa tidak hanya bertugas mengurusi soal-soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat berdasarkan Hukum adatnya. Dalam tugasnya sebagai seorang Kepala Desa dan hakim perdamaian desa Soepomo, (1993 ; 65) menyatakan bahwa: 

“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang berlangsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan, lahir dan batin, untuk menegakkan hukum”.
Dasar hukum yang melandasi kewenangan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yaitu:
1. Undang-undang Nomor 1/Darurat tahun 1951 pasal 1 ayat 3 Menyebutkan bahwa: 

“Ketentuan tersebut dalam ayat 1 tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 a Rechtelijke Organisatie (RO)”. 

2. Rechtelijke Organisatie (RO) pasal 3 huruf a mengatur mengenai: 

“Peninjauan suatu masalah hukum menurut hukum adat berdasarkan kepada penyelesaian oleh hakim-hakim desa dengan melihat hukum yang tumbuh dan berkembang terhadap masyarakat daerah tersebut”. 

3. Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) 

Untuk Jawa dan Madura pasal 13 ayat 2 menyebutkan : 

“Perselisihan yang kecil-kecil yang semata-mata mengenai kepentingan penduduk desa saja hendaknya seboleh-bolehnya diperdamaikan dengan tidak memihak sebelah dan dengan sepakat orang-orang tua desa tersebut”. 
Kepala Desa berperan sebagai mediator yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa, bertindak aktif mencari fakta, meminta nasihat kepada para tua-tua adat dalam masyarakat, yang kemudian mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, dan masyarakat secara keseluruhan.

Penyelesaian semacam ini merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dapat membantu para pihak dari warga desa untuk mempercepat penyelesaian sengketa serta menghindari permusuhan yang terus berlanjut antar warga desa. Dengan demikian tetap tercipta adanya tenggang rasa yang tinggi antara para pihak dan suasana rukun dan damai antar para pihak yang bersengketa, serta dapat mengembalikan dan mempertahankan integritas masyarakat desa.
C. Sengketa Waris 

Salah satu masalah penting yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah bagaimana proses peralihan harta kekayaannya (warisan) kepada generasi yang ditinggalkannya (ahli waris). Proses pewarisan tersebut tidak selamanya berjalan mulus tetapi sering kali menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Persoalan yang sering terjadi di masyarakat adalah harta kekayaan digunakan untuk kepentingan keluarga besar dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dengan pemanfaatan harta kekayaan untuk kepentingan pribadi dan penggadai harta kekayaan keluarga di luar syarat yang telah ditentukan.

Sengketa adalah suatu pertengkaran atau perselisihan antara seseorang dengan orang yang lainnya yang tidak sesuai dengan sesuatu hal, yang tidak mendapatkan hasil mufakat atau titik temu yang mengakibatkan seseorang memiliki rasa dendam dengan yang lainnya.
Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinititif) dari kata waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa: “pengertian waris ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Dapat dilihat pendapat ini, bahwa cara penyelesaian dari proses pewarisan adalah dari akibat kematian seseorang. Pendapat ini lebih tepat untuk menunjukkan sistem kewarisan berdasarkan sudut Hukum Waris Islam atau bidang Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tetapi jika dibandingkan dengan sistem pewarisan dalam Hukum Adat, maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan serta penghibahan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Hal ini dilakukan dengan cara yaitu: penunjukan, penyerahan kekuasasan atau penyerahan pemilikan atas benda. Hukum Adat nampak perbedaannya dari sistem Hukum Waris Islam serta sistem hukum KUHPerdata, dengan melihat dari ketentuan tersebut di atas.

 Sengketa waris merupakan perselisihan atau pertengkaran mengenai kedudukan atau penerimaan bagian harta dari pewaris yang tidak sesuai dengan keinginan dari ahli waris, dan biasa mengakibatkan rasa dendam antara para ahli waris.
D. Peranan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Waris
Peranan Kepala Desa dalam Kehidupan masyarakat Desa sangat menonjol untuk memberikan pelayanan kepada warganya. Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara damai lebih diutamakan oleh Kepala Desa untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. 

Hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya hukum yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu Hukum Adat setempat, Hukum Adat campuran, Hukum Agama, atau campuran Hukum Adat dengan Hukum Agama (Islam).

Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. (Hilman Hadikusuma, 1991: hal 240) Perselisihan dalam hal harta warisan secara umum mempunyai beberapa alternatif penyelesaian dengan tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu: 

1. Diselesaikan di antara para pewaris itu sendiri dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah antara para pihak yang bersangkutan dengan dipimpin oleh orang tua yang masih hidup atau dipimpin oleh anak tertua atau salah satu di antara ahli waris yang mempunyai wibawa dan bijaksana dari pihak ayah atau ibu. 

2. Apabila tidak tercapai kata sepakat di antara para pewaris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan akan ditangguhkan untuk sementara waktu guna memberi kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi dan berkompromi diantara para ahli waris yang satu dengan yang lain baik dilakukan secara langsung maupun dengan perantara. 

3. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak yang dituakan atau kerabat dekat serta anggota keluarga yang mempunyai pengaruh sebagai penengah. Hal ini guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi antar pihak sehingga ditemukan titik temu yang disepakati bersama oleh para pihak. 

Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di desa dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa dengan perantaraan Kepala Desa sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai. 
Kepala Desa akan berhasil apabila Kepala Desa tersebut dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpinnya secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan berdasarkan dari hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat. Kepala Desa harus mengingat pula bahwa dalam masyarakat adat atau tradisional untuk menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat kota (urban). Masyarakat desa dapat digerakkan dengan memperhatikan adat setempat, adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat. 

Kepala Desa pada umumnya turut ikut campur dalam penyelesaian sengketa harta warisan antara para ahli waris yang sifatnya terbatas apabila ada laporan masuk kepada Kepala Desa. Hal yang demikian dikarenakan pada dasarnya apabila telah terdapat kata sepakat antara para ahli waris sudah tentu hal tersebut tidak dilaporkan kepada Kepala Desa, sehingga Kepala Desa tidak perlu lagi turut ikut campur karena hal tersebut tidak menggangu ketertiban dan kerukunan masyarakat desa. 
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Waris
Dalam usahanya memberikan pelayanan terhadap masyarakat menghadapi berbagai kendala yang seringkali membuat penyelesaian sengketa semakin lama, karena adanya faktor yang mempengaruhi kepala desa dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa waris. 
(Hilman, 2003 : 202) faktor-faktor penghambat yang membuat sulit dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam menangani sengketa waris yaitu sebagai berikut: 
1. Sulit untuk mengetahui kedudukan harta warisan. Untuk menentukan apakah harta warisan tersebut merupakan harta asal atau harta bersama suami istri yang mereka hasilkan selama perkawinan (gono-gini). Hal ini dikarenakan orang tua atau saksi yang mengetahui asal harta tersebut sudah meninggal. Kedudukan harta warisan ini penting untuk membantu Kepala Desa dalam menentukan seseorang itu adalah ahli waris yang sah atau tidak.

2. Kendala mengenai saksi-saksi yang diperlukan untuk membuat jelas perkara waris yang minim. Keadaan seperti ini membuat sulit pembuktian bahwa pihak yang berselisih tersebut berhak atau tidak mendapatkan harta warisan yang dipersengketakan karena kebanyakan saksi sudah tua atau telah meninggal dunia.

3. Faktor manusianya, yaitu kendala sifat manusia yang tidak mau mengalah dan mau menang sendiri. Hal ini membuat suasana diliputi rasa dendam dan permusuhan, sehingga para pihak menggunakan rekayasa terhadap keterangan saksi tertentu untuk mewujudkan ambisinya mendapatkan harta warisan. 

4. Perpindahan hak milik atas suatu barang kekayaan berupa tanah telah menjadi kebiasaan masyarakat desa sampai dengan saat ini tidak disertai dengan pencatatan. Perpindahan harta ini dilakukan secara lisan oleh pewaris pada masa hidupnya kepada anak atau orang lain tanpa adanya saksi. Apabila ada gugatan dari sesama ahli waris maka harta benda yang dikuasai atau dimiliki oleh seseorang tersebut sulit untuk dipertahankan karena tidak adanya alat bukti yang kuat..
Selain faktor penghambat juga terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat memudahkan dalam penyelesaian sengketa waris adalah sebagai berikut:
1. Kepala Desa mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat desa Tonrong Rijang. Masyarakat desa Tonrong Rijang sangat menghormati dan menghargai, apabila permasalahan yang mereka miliki dapat diselesaikan oleh Kepala Desa sebagai pemelihara ketentraman kehidupan desa. 

2. Sikap masyarakat desa yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib apabila persengketaan tersebut diselesaikan melalui jalur Pengadilan. Permasalahan sengketa waris dalam kehidupan masyarakat desa Tonrong Rijang dianggap sebagai suatu aib. Pembagian harta ini apabila sampai terjadi sengketa maka keluarga tersebut akan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat desa Tonrong Rijang akan berusaha untuk segera menyelesaikan persengketaan harta warisan tersebut. 
3. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan musyawarah, rasa kekeluargaan tetap dikedepankan sehingga tidak menimbulkan perasaan dendam yang dapat memperpanjang permusuhan. 

4. Pertimbangan akan bersengketa di Pengadilan Negeri yang lebih rumit dengan biaya lebih banyak dan memakan waktu lama. Pertimbangan inilah yang membuat masyarakat desa mempercayakan penyelesaian sengketa harta warisan kepada Kepala Desa. Penyelesaian suatu permasalahan harta warisan di Pengadilan Negeri dipandang tidak efektif oleh masyarakat desa Tonrong Rijang. Mereka berpandangan bahwa permasalahan yang dibawa di Pengadilan akan membuang biaya yang banyak dan bisa menghabiskan atau mengurangi harta warisan yang mereka terima. Dari dasar anggapan inilah masyarakat desa Tonrong Rijang enggan untuk membawa suatu masalah sengketa harta warisan ke Pengadilan Negeri.
F. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk survey bersifat deskriptif dengan menggunakan paradigma kualitatif yang berupaya mencari informasi dan fakta terhadap objek yang diteliti yang berkaitan dengan peranan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa warisan. Tipe penelitian deskriptif menurut Surakhmand (1991:140) adalah tipe penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan yang ada pada saat penelitian berlangsung. Peneliti melakukan wawancara dalam melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan yang ada.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua elemen yang terkait dan berkepentingan dalam kaitannya dengan sengketa waris di Desa Tonrong Rijang, dalam hal ini Kepala Desa, Perangkat desa, Tokoh masyarakat Tonrong Rijang, Kepala dusun, Pembina desa. Dalam satu tahun terakhir terjadi dua kasus tentang sengketa warisan yang ada di Desa Tonrong Rijang, di mana saksi dan tokoh masyarakat pada masing-masing kasus berbeda jumlahnya, kasus pertama berjumlah 25 orang (dua puluh lima orang) dan kasus kedua berjumlah 23 orang (dua puluh tiga orang), maka jumlah populasinya adalah 43 orang.

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik sampling jenuh karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi jumlah sampel dalam satu kasus pertama berjumlah 25 orang, dan kasus yang kedua berjumlah 23 orang, maka sampel yang diambil adalah sebanyak 43 orang.
G. 
Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kepala Desa yang Kuat
Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang bersengketa dapat diketahui pendapat responden tentang pengaruh kepala desa yang sangat kuat dalam menyelesaikan sengketa warisan, dimana tidak ada yang menjawab “Kurang baik” dan “Tidak baik” (0%). Berarti pengaruh kepala desa dalam menyelesaikan sengketa warisan  yaitu cukup berperan.

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan olahan data primer berupa wawancara dengan bapak H. Saidi adalah salah satu warga yang bersengketa warisan dan menjawab “Baik” pada penelitian ini. Menurut beliau kepala desa dalam menyelesaikan kasus persengketaan warisan belum meningkat, salah satu penyebabnya, ini mungkin karena sulitnya para pihak untuk diajak berunding karena masing-masing mempertahankan keinginan mereka dan masih banyak juga urusan lain yang mesti diselesaikan kepala desa. 

Dengan hasil yang demikian diharapkan bagaimana cara kepala desa menjadi pihak ketiga dengan cara mediasi yang baik agar persoalan persengketaan tanah tidak berlarut-larut dan menjadi panjang urusannya.
2. Perpindahan Hak Milik Atas Tanah yang Tidak Disertai Pencatatan
Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang bersengketa tentang perpindahan hak milik atas tanah yang tidak disertai pencatatan adalah kurang baik karena perpindahan harta ini dilakukan secara lisan oleh pewaris pada masa hidupnya kepada anak atau orang lain tanpa adanya saksi, di mana responden tidak ada yang menjawab “Sangat baik” dan “Baik” (0%), sedangkan yang menjawab “Kurang baik” sebanyak 25 Orang (58,14%), dan yang menjawab “Tidak baik” sebanyak 18 Orang (41,86%). 
Dari hasil wawancara dengan bapak H. Ladong dan menjawab “Tidak baik” pada penelitian ini, beliau adalah salah satu warga yang bersengketa. Menurut beliau perpindahan hak milik atas tanah yang tidak disertai pencatatan itu sangat tidak baik, apa lagi kepala desa tahu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah, yang seharusnya memberikan pemahaman kepada kami tentang pentingnya kepemilikan yang sah atau melengkapi dokumen-dokumen tanah berupa sertifikat yang asli agar tidak menjadi persengketaan nantinya.

3. 
Musyawarah Dilakukan dengan Semangat Kekeluargaan
Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang bersengketa tentang musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan adalah cukup memuaskan, menunjukkan bahwa musyawarah yang dilakukan dengan rasa kekeluargaan tetap dikedepankan sehingga tidak menimbulkan perasaan dendam yang dapat memperpanjang permusuhan, di mana tidak ada yang menjawab “Kurang baik” dan “Tidak baik” (0 %). 
Dari hasil wawancara dengan bapak P. Sahaba dan menjawab “Sangat baik” pada penelitian ini, beliau adalah salah satu warga yang bersengketa. Menurut beliau Persaudaraan dan kekeluargaan merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Desa. Segala sesuatu persengketaan sebisa mungkin diselesaikan secara musyawarah dan menghasilkan perdamaian. Persengketaan mengenai harta warisan sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah internal keluarga agar masyarakat desa tidak sampai mengatahuinya. Permusuhan dalam kehidupan masyarakat selama ini tidak sampai terjadi. Semua permasalahan dapat diselesaikan dengan perdamaian. Perdamaian tersebut dapat dicapai tentunya dengan mengedepankan rasa kekeluargaan

4. Sikap Masyarakat Desa yang Memandang Sengketa Waris Sebagai Suatu Aib

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang bersengketa tentang sikap masyarakat desa yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib adalah cukup berperan, menunjukkan bahwa sikap masyarakat desa yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib apabila sampai terjadi sengketa maka keluarga tersebut akan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Sebanyak 2 responden (4,65%) menjawab “Sangat baik”, yang menjawab “Baik” sebanyak 5 responden (11,63%). Sedangkan yang menjawab “Kurang baik” dan “Tidak baik” sebanyak 18 responden (41,86%). 
Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil olahan data primer dengan metode wawancara dengan bapak Abd. Asis, beliau adalah Sekretaris Desa Tonrong Rijang. Peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena alasan untuk melengkapi data yang bukan hanya pendapat dari warga yang bersengketa saja. Itu artinya kepala desa  masih dalam proses bagaimana menyelesaikan sengketa ini dengan efektif dan efisien tanpa merugikan pihak-pihak yang bersengketa.

5. Persengketaan di Pengadilan Negeri yang Dianggap Lebih Rumit, Biaya Banyak dan Memakan Waktu yang Lama

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang bersengketa tentang persengketaan di pengadilan negeri dianggap lebih rumit, biaya banyak dan memakan waktu yang lama adalah cukup berperan, di mana sebanyak 3 responden (6,98%) menjawab “Sangat baik”, yang menjawab “Baik” sebanyak 7 responden (16,28%). Sedangkan yang menjawab “Kurang baik” sebanyak 18 responden (41,86%), dan yang menjawab “Tidak baik” sebanyak 15 responden (34,88%). 

Dari hasil wawancara dengan bapak Lasama dan menjawab “Tidak baik” pada penelitian ini, beliau adalah salah satu warga yang bersengketa. Menurut beliau Pertimbangan inilah yang membuat masyarakat desa mempercayakan penyelesaian sengketa harta warisan kepada Kepala Desa. Penyelesaian suatu permasalahan harta warisan di Pengadilan Negeri dipandang tidak efektif oleh masyarakat. Mereka berpandangan bahwa permasalahan yang dibawa di Pengadilan akan membuang biaya yang banyak dan bisa menghabiskan atau mengurangi harta warisan yang mereka terima. Dari dasar anggapan inilah masyarakat desa Tonrong Rijang enggan untuk membawa suatu masalah atau perselisihan harta warisan ke Pengadilan Negeri. 
Suatu perkara yang penyelesaiannya tidak melalui pengadilan adalah peradilan yang bersifat perdamaian. Perdamaian semacam ini tidak saja berlaku di kalangan masyarakat desa akan tetapi juga berlaku dikalangan masyarakat yang sudah maju seperti di kota-kota. Hal ini menunjukkan bahwa azas kekeluargaan dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat masih tetap terjaga untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian hidup.
6. Kendala Mengenai Saksi-saksi yang Terbatas
Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang bersengketa tentang kendala mengenai saksi-saksi yang terbatas adalah cukup berperan dikarenakan kebanyakan saksi sudah tua atau telah meninggal dunia. Sebanyak 22 responden (51,16%) memberi jawaban "Tidak baik", 19 responden (44,19%) menjawab "Kurang baik", hanya 2 responden (4,65%) yang memberi jawaban "Baik", dan tidak ada responden yang memberi jawaban "Sangat baik" (0%).
Dari hasil wawancara dengan ibu Gusri dan menjawab “Tidak baik” pada penelitian ini, beliau adalah salah satu warga yang bersengketa. Menurut beliau, kendala mengenai saksi-saksi yang diperlukan untuk membuat jelas perkara waris yang minim. Keadaan seperti ini membuat sulit pembuktian bahwa pihak yang berselisih tersebut berhak atau tidak mendapatkan harta warisan yang dipersengketakan karena kebanyakan saksi sudah tua atau telah meninggal dunia.
7. Sulit Untuk Mengetahui Kedudukan Harta Warisan
Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang bersengketa tentang sulitnya mengetahui kedudukan harta waris adalah cukup berperan dikarenakan orang tua atau saksi yang mengetahui asal harta tersebut sudah meninggal. Hal ini sesuai dengan jumlah responden yang semuanya memberi jawaban “Kurang baik” dan “Tidak baik”, sementara tidak ada responden yang menjawab “Sangat baik” dan “Baik” (0%).

Dari hasil wawancara dengan ibu I Mambu dan menjawab kurang baik pada penelitian ini, beliau adalah salah satu warga yang bersengketa. Menurut beliau, Kepala Desa dalam menyelesaikan persengketaan harta warisan juga dibantu oleh perangkat desa dan Kepala Dusun. Kepala Dusun merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakat dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai kehidupan di wilayah yang menjadi daerah tugasnya. Peranan Kepala Dusun dapat terlihat apabila dalam suatu persengketaan harta warisan mengalami kesulitan mendapatkan saksi yang mengetahui secara jelas mengenai asal-usul harta warisan yang kebanyakan berupa tanah persawahan.

8. Faktor Sifat Manusia
Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang bersengketa tentang faktor manusia menunjukkan bahwa sifat manuasia atau faktor manusia yang ingin menang sendiri dan tidak mau mengalah tanpa memperhatikan kepentingan orang lain adalah cukup berperan. Seluruh responden memberi jawaban “Kurang baik” dan “Tidak baik”, sementara tidak responden yang memberi jawaban “Baik” dan “Sangat baik” (0%).

Dari hasil wawancara dengan ibu I Tari dan menjawab “Tidak baik” pada penelitian ini, beliau adalah salah satu warga yang bersengketa. Menurut beliau, sudah menjadi tugas Kepala Desa untuk memelihara ketentraman dan rasa kekeluargaan di desa yang ia pimpin. Begitu juga dalam menghadapi sengketa harta warisan, Kepala Desa berusaha untuk mengadakan pembicaraan penyelesaian masalah secara damai. Perbincangan dalam musyawarah diarahkan kepada rasa kekeluargaan dan rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama anggota keluarga.
Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden, sebagian besar mengemukakan bahwa masyarakat masih banyak yang mengalami persengketaan warisan tetapi tidak melaporkan karena sulitnya prosedur yang menurut mereka sangat panjang dan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan. Di samping itu, mereka tidak paham akan surat kepemilikan yang harus mereka miliki adalah sangat penting (sertifikat tanah). Ini berarti perlu diadakan sosialisasi tentang hak kepemilikan tanah, tata cara kepengurusan surat tanah (sertifikat), dan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah.

Hasil analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa warisan secara keseluruhan adalah 3,53%. Sehingga kita mendapatkan nilai keseluruhan dari hasil di atas berada pada skor rata-rata 2,09 yang berarti sangat berperan.
G. Penutup
Dari pembahasan yang telah diuraikan, konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir tulisan ini maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan yang dirangkum sebagai berikut yaitu: 

1. Kepala Desa Tonrong Rijang dalam menyelesaikan sengketa waris melakukan upaya-upaya untuk mendamaikannya yaitu: 

a. Mencari silsilah keluarga dari para pihak; 

b. Mengumpulkan informasi mengenai asal-usul harta sengketa; 

c.
Memprakarsai pertemuan-pertemuan musyawarah; 

d. Mengusulkan alternatif pemecahan masalah; 

e.
Memberikan saran-saran yang diperlukan. 

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam menyelesaikan sengketa waris diantaranya:

Faktor-faktor yang menghambat Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris yaitu:

a. Sulit untuk mengetahui kedudukan harta warisan; 

b. Kendala mengenai saksi-saksi yang terbatas; 

c. Faktor manusianya; 

d. Perpindahan hak milik atas tanah yang tidak disertai pencatatan. 

Faktor-faktor yang mempermudah Kepala Desa Tonrong Rijang dalam menyelesaikan sengketa waris yaitu: 

a. Kepala Desa mempunyai pengaruh yang sangat kuat; 

b.
Sikap masyarakat desa yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib; 

c.
Musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan; 

d. Persengketaan di Pengadilan Negeri yang dianggap lebih rumit, biaya banyak dan memakan waktu yang lama. 
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